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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Hukum pidana adalah aturan yang berlaku baik bagi individu maupun 

negara dan memberlakukan asas dan hukum yang menentukan perbuatan terlarang 

yang dihukum, khususnya kesengsaraan bagi mereka yang melanggar hukum.1 

Aturan dibuat dengan tujuan menjaga ketertiban dan memastikan kesejahteraan 

individu; akibatnya masyarakat membutuhkan adanya hukum dimanapun ada 

warga negara. Penghilangan nyawa merupakan salah satu jenis kejahatan yang 

tercakup dalam Bab XIX kitab undang-undang hukum pidana yang memiliki 13 

pasal mulai dari pasal 338 sampai dengan menggunakan pasal 350. Di Indonesia, 

tindak pidana pada umumnya tercakup dalam buku 2 KUHP. Selain itu, KUHP 

membagi kejahatan terhadap nyawa menjadi dua, kelompok pertama berdasarkan 

unsur kesalahan dan kelompok kedua berdasarkan objeknya. 

Dalam sistem negara, hukum pidana merupakan komponen dari 

keseluruhan hukum yang mengatur masyarakat. Ini menetapkan prinsip atau aturan 

untuk menentukan Tindakan yang tidak dapat dilakukan dan disertai ancaman 

hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran dan kejahatan 

terhadap kepentingan umum diatur oleh peraturan ini. Bagi mereka yang terlibat, 

pelanggaran dan kejahatan semacam itu membawa hukuman yang setara dengan 

penderitaan atau siksaan. Kitab kedua kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) 

secara khusus membahas tentang ragam bentuk dan jenis kejahatan yang ada di 

masyarakat. 

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan 

pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat 

terhadap norma hukum, namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat siap 

1 Moeljatno.Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta: Rineka Cipta,hlm.1. 2008 
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mengikuti aturan yang sudah ada. Akibatnya, tindak pidana seperti pembunuhan 

terjadi. Pembunuhan adalah perbuatan salah yang intens dan cukup menonjol untuk 

diperhatikan di mata publik. Pembunuhan mulai sering muncul dalam laporan berita 

di surat kabar, majalah, dan surat kabar online. Ada banyak sebab mengapa 

kejahatan pembunuhan terjadi dari waktu ke waktu.2 

Setiap kejahatan wajib dipertanggungjawabkan bahwa pertanggungjawaban 

pidana dimaksudkan buat memilih bagaimana seorang tersangka 

dipertanggungjawabkan dasar terhadap perbuatan pidana yang terlaksana wajib 

dibuktikan perbuatan itu bertentangan dengan aturan serta tersangka 

mempertanggungjawabkannya.3 Kejahatan penghilangan nyawa menggunakan 

cara yang cukup sadis. Perbuatan pembunuhan itu sendiri meliputi pembunuhan 

untuk membela diri atau dalam keadaan terpaksa, pembunuhan berencana dan 

memutilasi tubuh korban untuk menghilangkan barang bukti dari si pembunuh.4 

Penghilangan nyawa menggunakan perencanaan lebih dahulu merupakan 

pembunuhan yang paling berat ancaman pidana nya dari seluruh kejahatan terhadap 

nyawa manusia diatur pada pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan 

rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan 

dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.5 

Sebuah perkara membunuh yang dilakukan terencana sebagaimana termuat 

pada putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. terencananya pembunuhan di 

lokasi Jalan Saguling 3  Rt 05 Rw 01 No. 29 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan 

Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta. Pembunuhan 

ini dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H yang menjadi korban 

Nofriansyah Yosua Hutabarat. Bahwa sekira pukul 17.08 WIB terdakwa Ferdy 

 
2 Moeljatno.Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta: Rineka Cipta,hlm.1. 2008 
3 Ega,septianing Yudhiati.Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang 

Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor I Februari 

2016. 
4 Topo Santosodan Eva_Achjani_Zulfa, Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2004, 

hlm.1 
5 Evita Scholeha.Analisis YuridisTindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Hakim 

(Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). Vol.10 No. 02, Augustus 2020. 
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Sambo S.H., S.I.K., M.H yang akan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua 

Hutabarat berangkat dengan saksi Adzan Romer selaku ajudan dan saksi Prayogi 

Iktara Wikaton selaku sopir menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan 

mengendarai Lexus LX 570 warna hitam Nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh 

saksi Damianus Laba Koban alias Damson dan saksi Farhan Sabillah (pengawal 

motor terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H). 

Selanjutnya sekira pukul 17.11 WIB terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., 

M.H berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu 

dengan saksi Diryanto als Kodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas 

menjaga di rumah dinas Duren Tiga No. 46, disaat yang bersamaan saksi Ricky 

Rizal Wibowo mengetahui kedatangan terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. 

yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansyah Yosua 

Hutabarat akan tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo tetap tidak memberitahu korban 

Nofriansyah Yosua Hutabarat, namun saksi Ricky Rizal Wibowo justru turut serta 

mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban 

Nofriansyah Yosua Hutabarat yang masih berdiri di taman halaman rumah. 

Kemudian terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H langsung mengatakan 

kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan perkataan “jongkok kamu!!”, 

lalu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sambal mengangkat kedua tangannya 

menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda 

penyerahan diri dan berkata “ada apa ini?”, selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo 

S.H., S.I.K., M.H yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, 

berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan 

mengatakan “woy…! Kau tembak…! Kau tembak cepaaaat!! Cepat woy kau 

tembak!!!”. Seharusnya terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H sebagai seorang 

perwira tinggi di kepolisian negara republic Indonesia berpangkat inspektur 

jenderal yang sudah lama berkecipung dalam dunia hukum sepatutnya bertanya dan 

memberikan kesempatan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk 

menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candrawati 

tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat 
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terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H semudah itu menjadi marah dan emosi 

hingga merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. 

Terdakwa dijatuhkan hukuman mati oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta, 

pemidanaan tentu dengan tujuan pertama represif dan preventif. Upaya preventif 

adalah upaya yang dilakukan dengan cara mencegah atau menghilangkan faktor 

yang dilakukan supaya pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan kembali, 

sedangkan represif upaya penegakan hukum dengan menjatuhkan pidana.6 

Penjatuhan hukuman mati belum tentu menjamin memberikan efek jera terhadap 

terdakwa, keluarga korban bekum tentu merasakan keadilan dan tidak dapat 

dikesampingkan masyarakat tidak akan melakukan pembunuhan Kembali. 

Penerapan pasal 340 belum tentu sudah sesuai dengan unsur-unsur pasal 340. 

UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) belum berlaku efektif saat kasus 

Ferdy Sambo terjadi, sehingga pasal yang digunakan untuk menjeratnya masih 

berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP lama). UU Nomor 1 Tahun 2023 

mengatur bahwa pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi 

terpidana ditolak presiden. Ferdy Sambo masih memiliki hak untuk mengajukan 

grasi kepada presiden jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. UU 

Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur bahwa pidana mati bersyarat dapat 

dicantumkan dalam putusan peingadilan, yang meimbeirikan masa peircobaan 10 

tahun bagi teirpidana untuk beirbuat baik, hukumannya dapat diubah meinjadi peinjara 

seiumur hidup deingan keiputusan preisidein. Hal ini meimbeirikan keiseimpatan bagi 

Feirdy Sambo untuk meinghindari eikseikusi pidana mati. Beirdasarkan uraian diatas, 

maka peinulis teirtarik ingin meinganalisis “EKSISTENSI HUKUMAN MATI 

KUHP LAMA DAN KUHP BARU DALAM KASUS FERDY SAMBO” 

 

 

 

 
6 Reski Anwar, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidanaa Penyalahgunaan Zat Adiktiif olehRemaja 

diBelitung, (Semarang,Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,2017), halaman 87-142 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dalam peineilitian ini akan dikeimukakan peirumusan masalah seibagai 

beirikutini : 

1. Bagaimana eiksisteinsi KUHP lama teirhadap kasus Feirdy Sambo deingan 

beirlakunya KUHP baru? 

2. Apa hambatan untuk meingeikseikusi Feirdy Sambo deingan pidana mati 

beirdasarkan KUHP baru? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peineilitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan 

hukuman mati dalam KUHP Lama dan KUHP Baru. Perubahan hukum 

ini mungkin melibatkan alasan-alasan yang melatarbelakangi revisi 

hukum tersebut dan implikasi pada kebijakan pidana. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas hukuman mati sebagai 

alat untuk mencegah kejahatan berat. Beberapa studi telah menunjukkan 

adanya ketidakpastian dalam efek pencegahan hukuman mati terhadap 

kejahatan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat peineilitian ini yaitu : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teioritis dari peineilitian ini adalah untuk meimbeirikan sumbangan 

dan peimikiran yang beirmanfaat di bidang disiplin ilmu, ilmu hukum, khususnya 

hukum pidana. Seilain itu dapat meingeimbangkan ilmu peingeitahuan bidang hukum 

yang beirkaitan deingan proseis tindak pidana peimbunuhan beireincana. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peinulis peineilitian ini beirmanfaat seibagai salah satu syarat untuk 

meimpeiroleih geilar akadeimik dan meinyeileisaikan program studi Strata 

Satu (S1) bidang Ilmu Hukum. 

b. Bagi masyarakat, peineilitian ini dapat digunakan seibagai tambahan 

informasi dan peingeitahuan teintang proseis tindak pidana peimbunuhan 

beireincana. 

1.5. Kerangka Teoritis 

Keirangka teioritis adalah konseip-konseip yang seibeinarnya meirupakan 

abstraksi dari hasil peimikiran atau keirangka acuan yang pada dasarnya beirtujuan 

untuk meingadakan ideintifikasi teirhadap dimeinsi sosial yang dianggap reileivan oleih 

peineiliti. 

1.5.1. Teori Kepastian Hukum 

Keipastian hukum meinurut Utreicht, teirdiri dari dua peingeirtian: peirtama, 

adanya aturan-aturan umum yang meimungkinkan individu meingeitahui peirbuatan-

peirbuatan yang boleih atau tidak boleih dilakukan; keidua, jaminan hukum bagi 

individu dari otoritas peimeirintah, kareina individu dapat meingeitahui apa yang boleih 

dibeibankan atau dilakukan oleih neigara teirhadap meireika deingan aturan-aturan 

umum.7 

Sudikno Meirtokusomo beirpeindapat bahwa keipastian hukum meirupakan 

jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang beirhak meinurut hukum dapat 

meimpeiroleih haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.8 

Meinurut peinjeilasan Nurshasan Ismail, untuk meingeijar keipastian hukum 

dipeirlukan peineirapan hukum yang beirwibawa seihingga aturan yang dibuat 

 
7 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, 

hlm 23 
8 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty. 2007. hlm 160 
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meimiliki komponein hukum beirfungsi seibagai aturan yang harus dipatuhi oleih 

masyarakat atau warga neigaranya.9 

Dalam hal ini, keipastian hukum dibutuhkan seibagai reifleiksi peilaksanaan 

suatu peiraturan kareina pada dasarnya seitiap aktivitas yang dilakukan oleih 

masyarakat meimbutuhkan keipastian, seihingga keipastian teirseibut meirupakan ciri 

yang tidak mampu dipisahkan oleih hukum yang dalam hal ini hukum teirtulis 

meinjadi utama. 

1.5.2. Teori Penegakan Hukum 

Soeirjono Soeikanto meinyatakan bahwa peineigakan hukum meirupakan 

rangkaian tahap akhir peineirjeimahan nilai yang meinyangkut peinyeilarasan 

hubungan antar nilai yang dijabarkan dalam prinsip dan sikap yang kokoh. Untuk 

meimbangun, meineigakkan, dan meimeilihara keiharmonisan sosial.10 

Peimolisan pidana peimanfaatan peingaturan pidana seicara substansi oleih 

peimolisian. Deingan kata lain, peineigakan hukum meirupakan suau sisteim yang 

meinyangkut peinyeirasian antara nilai deingan kaidah seirta peirilaku nyata manusia. 

seiteilah itu, aturan-aturan teirseibut meinjadi peidoman atau standar peirilaku atau 

Tindakan yang dianggap pantas atau seisuai. Tingkah laku atau sikap peirbuatan 

teirseibut beirtujuan untuk meimbangun, meimeilihara dan meineigakkan peirdamaian. 

Moeiljatno meinjeilaskan beirdasarkan peingeirtiannya teintang istilah hukum 

pidana yang meingatakan bahwa peineigakan hukum meirupakan suatu komponein 

dari keiseiluruhan hukum suatu bangsa yang meimbeintuk unsur-unsur dan kaidah-

kaidah, yaitu: 

a. Buatlah daftar Tindakan yang tidak boleih dilakukan deingan ancaman atau 

hukuman beirupa keijahatan teirteintu bagi siapa saja yang meilanggar aturan 

teirseibut. 

 
9 Ananda, Teori Kepastian Hukum menurut Para Ahli, (Gramedia: 

https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/) diakses pada 18 Oktober 2022 
10 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, 

Jakarta,Hlm.35 
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b. Teintukan keiadaan dimana meireika yang meilanggar peiraturan ini dapat di 

hukum, seipeirti yang teilah diancam. 

c. Meineintukan deingan cara bagaimana peingeinaan pidana yaitu dapat 

dilaksanakan apabila orang yang disangkakan teilah meilanggar larangan 

teirseibut.11 

1.5.3. Teori Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori 

Leix posteirior deirogatei leigi priori meirupakan asas hukum di mana peiraturan 

yang baru dapat meinyampingkan atau meiniadakan peiraturan yang lama. Asas ini 

digunakan untuk meinceigah adanya dua peiraturan yang seicara hieirarki seideirajat dan 

dapat meinimbulkan keitidakpastian hukum. 

Ada dua prinsip yang harus dipeirhatikan dalam asas leix posteirior deirogatei 

leigi priori,12yakni: 

1. Aturan hukum yang baru harus seideirajat atau leibih tinggi dari aturan yang 

lama 

2. Aturan hukum baru dan lama meingatur aspeik yang sama 

1.6. Kerangka Konseptual 

Hubungan antara konseip-konseip teirteintu, yang meirupakan kumpulan 

makna yang beirkaitan deingan istilah yang dipeilajari, dijeilaskan dalam keirangka 

konseiptual. Untuk meimbeirikan keisatuan peimahaman teirhadap deingan judul skripsi 

ini, maka dibawah ini akan dibahas meingeinai konseip atau arti dari beibeirapa istilah 

yang digunakan dalam peinulisan skripsi. Didalam keirangka konseip meimuat 

beibeirapa peingeirtian, yaitu: 

1.6.1. Pertanggungjawaban Pidana 

Meinurut Simons, peirtanggungjawaban pidana adalah keisalahan yang 

teirdapat pada jiwa peilaku dalam hubungan (keisalahan itu) deingan keilakuan yang 

dapat di pidana, dan beirdasarkan keijiwaan itu peilaku diceila kareina keilakuannya.13 

 
11 Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hlm.23 
12 Issha Harruma, Contoh Lex Posterior Derogat Legi Priori (kompas.com). 17/02/2022 
13 Roeslan Saleh, 1980, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Sinar Grafika, 

Jakarta, Hlm.75 
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1.6.2. Tindak Pidana 

Masalah kriminalisasi (keibijakan kriminal) yang diartikan seibagai proseis 

peineitapan peirbuatan orang yang seimula bukan tindak pidana meinjadi tindak 

pidana, sangat eirat kaitannya deingan masalah keijahatan. Proseis peineintuan ini 

adalah soal meirumuskan Tindakan-tindakan yang beirbeida diluar diri seiseiorang. 

Keijahatan meirupakan masalah yang beirkaitan deingan kriminalisasi (keibijakan 

kriminal).14 

1.6.3. Tindak Pidana Pembunuhan 

Buku II Bab XIX KUHP meimuat 13 pasal, khususnya Pasal 340 yang 

meingatur keiteintuan pidana meingeinai tindak pidana yang meinyasar nyawa orang 

lain. Tindak pidana peincabutan nyawa orang lain dapat dilakukan deingan seingaja 

(dolus) atau tidak seingaja (alpa). Suatu Tindakan yang dilakukan deingan niat dapat 

direincanakan atau tidak direincanakan. Teitapi yang peinting dari suatu peiristiwa itu 

adalah adanya niat yang diwujudkan meilalui peirbuatan yang dilakukan sampai 

seileisai. 

Keijahatan peimbunuhan dapat dipeicah meinjadi kateigori beirikut meinurut 

keisalahannya: peirtama, peimbunuhan biasa pasal 338 KUHP meingatur teintang 

tindak pidana dalam beintuk asalnya (Doodslag In Zijn Grondvorm), atau tindak 

pidana yang teilah dirumuskan seicara leingkap deingan seigala komponeinnya. 

“Barang siapa deingan seingaja meinghilangkan nyawa orang lain, diancam, 

peimbunuhan deingan pidana peinjara paling lama lima beilas tahun”. 

1.6.4. Hukuman Mati Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

Seiseiorang yang teirbukti meilakukan peimbunuhan beireincana dapat dijatuhi 

hukuman pidana mati. Peiraturan teirseibut teirtuang dalam Pasal 340 KUHP. 

Peirbuatan peimbunuhan meirupakan peirbuatan yang dilakukan deingan seingaja 

meinghilangkan nyawa orang lain, maka tidak heiran bila tindak peimbunuhan seicara 

teigas dilarang oleih hukum. Seilain peimbunuhan beireincana, meinurut Instrumein 

Hukum Inteirnasional, Inteirnational Coveinant on Civil and Political Rights atau 

 
14 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, Hlm.57 
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ICCPR Pasal 6 ayat 1 seibagaimana teilah diratifikasi kei dalam hukuman nasional 

Indoneisia meilalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, diseibutkan bahwa 

peimbeirlakuan hukuman mati diteitapkan bagi teirsangka tindak criminal teirteintu. 

Teirutama keijahatan yang masuk dalam kateigori keijahatan luar biasa atau eixtra 

ordinary crimei. Pidana mati meinjadi salah satu pilihan sanksi teirakhir, deingan 

maksud peimbeirian eifeik jeira atau deiteirrein eiffeict dan seibagai sarana meinjaga 

keiteinteiraman seicara normativei. 

1.6.5. Terdakwa 

Pasal 1 butir 15 KUHAP beirbunyi “Teirdakwa adalah seiorang teirsangka 

yang dituntut, dipeiriksa dan diadili” 

1.6.6. Putusan 

Bunyi pasal 1 butir 11 KUHP “Putusan peingadilan adalah keiteirangan hakim 

yang diucapkan dalam sidang teirbuka, yang dapat beirupa peimidanaan, 

peimbeibasan, atau peimbeibasan dari seigala tuntutan hukum dalam hal dan meinurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini” 

1.7. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 (KUHP BARU) 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP LAMA) 

Bagaimana eksistensi 

KUHP Lama terhadap 

kasus Ferdy Sambo dengan 

berlakunya KUHP Baru 

Apa hambatan untuk 

mengesekusi Ferdy 

Sambo dengan pidana 

mati berdasarkan KUHP 

Baru 
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1.8. Penelitian Terdahulu 

Peineilitian lain yang beirkaitan deingan peineilitian yang dilakukan meirupakan 

hal yang peinting agar tidak teirjadi tumpeing tindih teirhadap apa yang dilakukan oleih 

peineiliti. Peineilitian dahulu yang dapat dikaitkan deingan peineilitian yang dilakukan 

oleih: 

1. Tia Ludiana (2020) yang beirjudul Eiksisteinsi Pidana Mati Dalam 

Peimbaharuan Hukum Pidana (Kajian Teirhadap Pidana Mati Dalam RUU 

KUHP) Peinuli isan i ini i beirtujuan untuk meingeitahui i eiksi isteinsii pi idana mati i 

meilalui i peirkeimbangan bagai imana peingaturan pi idana mati i yg ada di i KUHP 

dan di i RUU KUHP. Hasi il peineili iti ian dalam peinuli isan iini i adalah bahwa 

pi idana mati i di i dalam KUHP meimi iliiki i si ifat seibagai i pi idana pokok, namun dii 

dalam RUU KUHP seibagai i pi idana khusus atau pi idana yang di iancamkan 

seicara alteirnati if. Seihi ingga dalam eiksi isteinsi inya pi idana mati i akan teitap 

di ipeirtahankan oleih Iindoneisi ia meiski ipun di i masa yang akan datang 

peilaksanaannya akan beirbeida antara KUHP dan RUU KUHP. 

2. Mi imiin Zurai idah (2021) yang beirjudul Voni is Piidana Mati i Teirhadap Peilaku 

Ti indak Pi idana Peimbunuhan Beireincana Pasal 340 KUHP Dalam Preispeikti if 

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Teintang Hak Asasi i Manusi ia. Meitode i 

peineili iti ian yang di igunakan dalam peineili iti ian i ini i adalah yuri idi is normati if yang 

di imana dalam peineili iti ian atau peingkaji ian i ilmu hukum normati if, keigi iatan 

untuk meinjeilaskan hukum tiidak di ipeirlukan dukungan data atau fakta-fakta 

sosi ial, seibab i ilmu hukum normati if ti idak meingeinal data atau fakta sosi ial 

yang di ikeinal hanya bahan hukum, jadii untuk meinjeilaskan hukum atau untuk 

meincari i makna dan meimbeiri i ni ilai i akan hukum teirseibut hanya di igunakan 

konseip hukum dan langkah-langkah yang di iteimpuh adalah langkah 

normati if. Meitodei Peindeikatan meinggunakan meitodei peindeikatan Undang – 

Undang (status approach) atau peindeikatan yuri idi is yai itu peineili iti ian teirhadap 

produk – produk hukum. Peindeikatan peirundang-undangan i ini i di ilakukan 

untuk meineilaah seimua undang – undang dan reigulasi i yang beirkai itan 

deingan peineili iti ian yang akan di iteili iti i. Peindeikatan peirundang-undangan i inii 
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akan meimbuka keiseimpatan bagi i peineili iti i untuk meimeipeilajari i adakah 

konsi isteinsi i dan keiseisuai ian antara satu undang-undang deingan undang-

undang yang lai in. Hasi il Peineili iti ian iini i meinyi impulkan bahwa pi idana mati i 

dan hak hi idup seiseiorang si ifatnya ti idak absolut yang beirarti i hak i ini i di ibatasii 

deingan hak orang lai in dan peingaturan pi idana mati i dalam hukum posi itiif di i 

Iindoneisi ia masi ih teitap di ipeirtahankan. Hal i ini i di ibukti ikan deingan adanya 

rancangan KUHP Pada tahun 2015. 

3. Azi iz Vi isnuagung Heindrani ingrat (2018) yang beirjudul Peineirapan Hukum 

Ti indak Piidana Peimbunuhan Beireincana Meinurut Pasal 340 Ki itab Undang-

undang Hukum Pi idana (studi i kasus putusan mahkamah agung nomor 

829K/PIiD2013. Dalam peineili iti ian i ini i meili ihat meimpunyai i 2 (dua) tujuan 

pokok, yang peirtama untuk meingeitahui i peirti imbangan hukum Judeix Facti i 

dalam meini ilai i fakta-fakta hukum di i peirsi idangan dan untuk meingeitahui i 

peirti imbangan hukum Judeix Juri is dalam meincari i keibeinaran mateiri ii il dalam 

meimeinuhi i rasa keiadi ilan masyarakat. Adapun meitodei peineili iti ian yang 

di igunakan adalah meitodei yuri idi is normati if yang meineili iti i hukum darii 

peirspeikti if i inteirnal deingan objeik peineili iti iannya adalah norma hukum. Untuk 

meili ihat dalam tataran prakti isnya, maka di igunakan Putusan Peingadi ilan 

Neigeiri i Bandung Nomor Putusan Nomor 1060/Piid.B/2012/PN.Bdg dan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 829K/PIiD/2013 deingan Teirdakwa 

Iinggri id Gunawan seibagai i bahan studi i kasusnya. Beirdasarkan hasi il 

peineili iti ian, di ipeiroleih adanya peirti imbangan yang beirtolak beilakang antara 

Judeix Facti i dan Judeix Juri is, di imana Teirdakwa di iputus beibas di i Peingadi ilan 

Neigeiri i namun keimudi ian di ivoni is beirsalah di iti ingkat kasasi i di i Mahkamah 

Agung. Meilalui i anali isi isnya, peinuli is meineimukan adanya peirti imbangan 

Judeix Facti i yang hanya meimpeirhati ikan keiti iadaan keiteirli ibatan fi isi ik 

Teirdakwa seibagai i dasar ti idak adanya reileivansi i Teirdakwa dalam kasus 

Peimbunuhan Beireincana i ini i. Hal i ini ilah yang keimudi ian di iluruskan oleih 

Judeix Juri is dalam peirti imbangannya yang meimbeiri ikan landasan 

di ijatuhkannya voni is beirsalah dan di ipi idana seilama 12 (dua beilas) tahun 

peinjara. Peineili iti ian i ini i meinyi impulkan bahwa Judeix Facti i teilah salah dalam 
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meineirapkan Pasal 340 KUHP untuk kasus i ini i dan kurang meinggali i asas 

hukum pi idana yang reileivan. Seimeintara Judeix Juri is teilah teipat dalam 

peineiraan hukumnya untuk meinunjukkan keibeinaran mateiri ial dan meimeinuhi i 

keiadi ilan masyarakat. 

4. Pujiiono (2015) Anali isi is Teirhadap Putusan Haki im Dalam Kasus Ti indak 

Piidana Peimbunuhan Beireincana (Putusan peingadi ilan ti inggi i bantein Nomor 

15/PIiD/2012/PT.BTN). Dalam peineili iti ian i ini i meili ihat kasus peimbunuhan 

beireincana atas nama teirdakwa Sahlan Bi in Hasan seirta meingeitahui i yang 

meilatar beilakangi i korban meimbunuh deingan keijam. meitodei peineili iti ian 

hukum normati if dan meinggunakan peindeikatan peirundang-undangan 

deingan meingacu keipada aturan hukum yang beirlaku seirta peineirapan yang 

di ilakukan oleih aparat peineigak hukum. Jadi i seisuai i deingan pasal di iatas maka 

peimbunuhan yang di ilakukan oleih Sahlan Biin Hasan adalah meirupakan 

ti ipdak piidana peimbunuhan beireincana, Di ikatakan beireincara kareina seibeilmn 

Sahlan Biin Hasan meimbunuh korban di ia meireincarakan deingan pi iki iran 

yang teinang jeirni ih (masi ih normal). Di isi iniilah dapat di iliihat teirdapat dua 

unsur peimbunuhan peirtama unsur di iseingaja meilakukan ti idak pi idana 

peimbunuhan dan yang keidua unsur di ireincanakan teirleibi ih dahulu. Iini ilah 

peirbeidaan peimbunuhan yang meimbeiratkan dari i ti indak pi idana peimbunuhan 

yang lai in. Haki im yang di itunjuk untuk meinyi idangkan peirkara teirseibut yai itu 

majeili is haki im atau haki im tunggal. 

5. Mhd Kadapi i Deisky (2022) yang beirjudul Anali isi is Yuri idi is Ti indak Piidana 

Peimbunuhan Beireincana Pada Putusan Nomor 16/PIiD.B/2018/PN KTN. 

Dalam peineili iti ian i ini i meili ihat Seibuah peirkara meimbunuh yang di ilakukan 

teireincana seibagai imana teirmuat pada putusan nomor 16/Pi id.B/2018/PN Ktn 

teireincananya peimbunuhan lokasi i di i kampung Kuta Ti inggi i, Kab. Aceih 

Teinggara Provi insi i Aceih pada tahun 2017 peimbunuhan i ini i diilakukan oleih 

teirdakwa Haddi in S.Ag yang meinjadi i korban Saparudi in, teirdakwa haddi in 

meireincana deingan meimasang ali iran li istri ik di i keibun mi ili iknya seingaja 

deingan ni iat yang meincuri i di i keibunnya akan teirkeina ali iran li istri ik, korban 

Saparudi in meini inggal di iteimukan mayatnya di i sungai i kali i alas deingan 
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keiadaan beibeirapa tubuh yang ti idak leingkap. Keiteirangan dari i Saksii 

Rabumah Ali ias Biikbumah Bi intii Siiti i Ai isah ( Alm ), yang pada suatu hari i 

di ihari i sabtu teirtanggal 25 dua puluh liima Feibruary 2017 seiki itar waktu 05.00 

Wi ib saat Saksi i beirada di i sungai i kampung Deisa Kutei Ti inggi i Saksii ada 

meindeingar dua kali i suara beinturan seing dari i arah pondok sdr HADDIiN, 

S.Ag dan suara orang meingatakan “ heim, rasai in , rasai in”. Adapun konfli ik 

yang meinjadi i utama peimbahasan dalam peinuli isan i inii meirupakan Peirtama, 

Apakah peinjatuhan pi idana seiumur hayati i oleih haki im sudah si inkron deingan 

tujuan peimi idanaan? Bagai imana peineirapan unsur-unsur ti indak pi idana 

peimbunuhan beireincana seisuai i Pasal 340 ki itab undang-undang hukum 

pi idana ? tujuan peineili iti ian iini i buat meingeitahui i piidana seiumur hi idup sudah 

si inkron deingan tujuan peimi idanaan, buat meingeitahui i peineirapan unsur-unsur 

ti indak pi idana peimbunuhan beireincana beirdasarkan Pasal 340 kiitab undang 

undang hukum pi idana. peirmasalahan tadi i di ianali isi is di ilakukan deingan cara 

tuliisan Yuri idi is Normati if deingan meimakai i 2 cara yai itu cara peiraturan 

peirundangan-undangan dan cara konseiptual. pada konklusi i Peimi idanaan 

teintu yang di ibutuhkan reipreisi if seirta preiveinti if. 

1.9. Metode Penelitian 

Peineili iti ian i ini i meirupakan peineili iti ian yang beirsi ifat yuri idi is-normati if. 

Peindeikatan yuri idi is normati if adalah peindeikatan yang meimbahas doktri in-doktri in 

atau asas-asas dalam i ilmu hukum.15 

Saeifullah Wi iradi ipradja meinjeilaskan bahwa, peineili iti ian hukum normati if 

adalah “peineili iti ian hukum yang meingkaji i norma-norma hukum posi iti if seibagai i 

obyeik kaji ian”. Dalam peineili iti ian hukum normati if, hukum ti idak lagi i di ipandang 

seibagai i suatu yang utopi is beilaka meilai inkan teilah teiri instiitusi ionali isasi i dan teilah 

teirtuli is dalam beintuk norma, asas, dan Leimbaga hukum yang ada. Peineili iti ian hukum 

 
15 Zainudin Ali,”Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika 2016, hlm 24. 
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normati if di iseibut juga seibagai i peineili iti ian hukum dogmati ik yang meingkaji i, 

meimeili ihara dan meingeimbangkan hukum posi iti if deingan bangunan logi ika.16 

1.9.1. Jenis Penelitian 

Jeini is peineili iti ian yang di ipeirgunakan dalam peineili iti ian iini i adalah 

peineili iti ian hukum normati if, yai itu suatu peineili iti ian yang di ilakukan deingan 

cara meineili iti i data seikundeir. Peineili iti ian hukum normati if beirupa peiraturan 

peirundang-undangan, yang di ikaji i seicara veirti ical dan hori izontal yaiitu 

meingkaji i peiraturan peirundang-undangan yang beirkai itan deingan Langkah 

jaksa peinuntut umum dalam meimbuktiikan peirkara ti indak pi idana 

peimbunuhan. 

1.9.2. Sumber data 

Sumbeir data utama yang di igunakan dalam peineili iti ian i ini i adalah data 

seikundeir. Data seikundeir yai itu data yang di ipeiroleih dari i peineili iti ian 

keipustakaan yang beirupa bahan-bahan hukum yang teirdi iri i dari i bahan 

hukum pri imeir, bahan hukum seikundeir dan bahan hukum teirsi ieir.17 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum pri imeir meirupakan bahan hukum yang di ipeiroleih dari i 

hukum posiiti if Iindoneisi ia beirupa peiraturan peirundang-undangan. Dalam 

peineili iti ian i ini i, peinuli is meinggunakan bahan hukum pri imeir seibagai i beiri ikut : 

1) Undang-undang Dasar Neigara Reipubli ik Iindoneisi ia Tahun 1945 

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Teintang Peiraturan Hukum 

pi idana 

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Teintang Ki itab Undang-

undang Hukum Pi idana 

 

 
16 E. Saefullah Wiradipradja, 2015, “Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya 

Ilmiah Hukum”, Keni Media, Bandung, hlm 5 
17 Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 2003, hlm.13 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum seikundeir meirupakan bahan hukum yang di ipeiroleih dari i 

buku-buku, karya i ilmi iah yang di isampai ikan dalam di iskusii maupun seimi inar-

seimi inar, hasi il peineili iti ian, weibsi itei maupun surat kabar yang beirhubungan 

deingan peirmasalahan yang di iteili itii. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum teirsi ieir seibagai i bahan hukum yang meimbeiri ikan 

peinjeilasan meingeinai i bahan hukum pri imeir dan bahan hukum seikundeir yang 

teirdi iri i dari i kamus Bahasa Iindoneisi ia, kamus hukum, dan kamus Bahasa 

i inggri is. 

Meitodei peingumpulan data dalam peineili iti ian i ini i diilakukan deingan cara 

studii keipustakaan, yai itu meilakukan peineili iti ian deingan cara meimpeilajari i, 

meimbaca, dan meimahami i buku-buku li iteiratur, peiraturan-peiraturan, 

peindapat yang eirat hubungannya deingan mateiri i yang di iteili iti i. 

1.9.3. Metode Analisis Data 

Anali isi is data di ilakukan dalam beibeirapa tahap, yai itu data yang 

di ipeiroleih dari i peineili iti ian teirseibut keimudi ian di iolah dan di ianali isi is seicara 

deiskri ipti if kuli itatiif, arti inya seimua data yang di ipeiroleih di ianali isi is seicara utuh 

seihi ingga teirli ihat adanya gambaran yang si isteimati is dan factual. Seiteilah data 

teirseibut di ianali isi is, seilanjutnya akan di itari ik keisi impulan deingan 

meinggunakan meitodei beirfi iki ir deidukti if, yai itu suatu pola beirfi iki ir yang 

meindasarkan pada hal-hal yang beirsi ifat umum keimudiian di itari ik 

keisi impulan yang beirsi ifat khusus. 
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